
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang undang 
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 lentang 
Pcmbentukan Dacrah Tingkat ll <ti Kalimantan (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Nega.ra Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahuo 
1994 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1994 

Mengingat: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan 
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, 
antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 
mcnyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebclumnya 
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran bcrjalan maka perlu dilakukan perubahan 
APBD tahun anggaran 2016; 

b. bahwa sehubungan dcngan ha! tersebut pada huruf a, 
perlu membentuk Pcraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupat.en 
Sambas Tahun Anggaran 2016; 

PERUBAHAN ANOOARAN PENOAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANOOARAN 2016 

DENOAN RAHMATTUHAN YANO MAHA ESA 

BUPA11 SAMBAS , 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 6 TAHUN 2016 

TENTANO 

BUPATI SAMBAS 

<4 



11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Neg;,.ra Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Oaerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah dua kaJi diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan 
Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 04, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembara.n Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemerikeaan Pengclolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Neg;,.ra (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Aras Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun I 997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negiira Republik Indonesia Nomor 
3688); 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 



16. Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 lentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dcngan Pcraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pcrubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Pera tu ran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ten tang 
Hibah kepada Daerah (l..embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peratura.n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Le,ya.nan Umum 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tombahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (L<embaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 rentang 
Kedudukan Ptotokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwalolan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4721); 

Nomor 9 Tahun 2015 teniang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



26. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tabun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tabun 2011 Nomor 31 O); 

24. Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 rentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesra Nomor 5272); 

25. Peraturan Presiden Nomor 66 Tuhun 2016 ten tang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 153); 

21. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Kcuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 46 l 4); 

22. Peraturan Pcmcrintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemcrintahan (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

l 9. Peraruran Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negiu-a Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
150, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



5. Keputusan Gubemur Kalimantan Baral Nomor: 
88/BPKAD/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana 
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah 
Kabupatcn/Kota, Keeamatan, Kelurahan dan Desa d1 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun An.ggaran 2016; 

4. Surat Dircktur Jenderal Perlmbangan Keuangan 
Kemcnterian Keuangan Nomor: S-579/PK/2016 
tentang Pcnyampaian lnformasi kepada Daerah 
tentang Penghcntian Penyaluran Dana Tunjangan 
Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Tahun 
Anggaran 2016; 

3. Surat Edaran Mcntcri Keuanga.n Nomor: SE· 
19/MK.07 /2016 ten tang Pedoman Pelaksanaan Dana 
Alokasl Khuaua F'isil< Tahun 2016 Bcrdasarkan Usu Ian 
Penguranga.n/Pemot.ongan Seeara Mandiri Oleh 
Dacrah; 

2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor:SE· 
10/MK.07 /2016 tentang Pcngurangan/ Pemotongan 
Dana Alokasi Khusus (OAK) Fisik Sccara Mandiri 
Tahun Anggaran 2016; 

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Mcntcri Dalam Negcrl Nomor: 
905/501/SJ tentang Petunjuk Tcknis Penganggaran 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pads Angg11.ran 
Pcndapatan dan Belanja Daerah 2016; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok·Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 
Nomor4); 

30. Peraturan Daerah Kabupatcn Sambas Nomor 16 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun Anggara.n 2016 (Lembaran 
Dacrah Kabupatcn SambasTahun 2015 Nomor 18); 

28. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

27. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah [Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 



Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerab Tahuo Anggarao 2016 adalah dcngan rincian 
scbagai berlJ<ut : 
1. Pendapatan 

a. Semula Rp l.583.663.654.608,49 
b. Berkumng Rp 6.598.244.796,94 

Jnmlab Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.577.065.409.811,55 

Pasal 1 

PERA TU RAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ANOOARAN PENOAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGOARAN 2016. 

Menetapkan 

BUPATI SAMBAS 

MEMUTUSKAN: 

dan 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN SAMBAS 

Oengan Pensetujuan Bersama 

9. Keputusan Dewan Pcrwakilan Rakyat Oaerah 
Kabupatcn Sambas Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Persetujuan Rancangan Peraturan Oaerah Tentang 
Pcrubehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 
Kabupatcn Sambas Tahun Anggaran 2016 untuk 
Oitetapkan Mcnjadi Peraturan Oacrah Kabupaten 
Sambas; 

8. Keputusan Oubemur Kalimantan Barat Nomor: 
219/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil 
Penenmaan Sumbangan Pihak Kctiga Tahun Anggaran 
2015 Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 
Barat; 

7. Keputusan Oubemur Kalimantan Barat Nomor: 
157 /DISPENDA/2016 tentang Penetapan Selisih 
Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak 
Provinsi Kalimantan Baral Kepada Kabupaten/Kota 
Sekalimantan Barat Tahun Anggaran 2015; 

6. Keputusan Oubemur Kalimantan Barat Nomor: 
156/DISPENOA/2016 tentang Penctapan Rencana 
Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Baral Kepada 
Kabupatcn/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2016; 



4.722.237.000,00 

b. Rebibusi daerah 
1) Scmula Rp 4.533.822.000,00 
2) Bertambah Rp 188.415.000,00 
Jumlah retribust daerah setclah Perubehan Rp 

(2) Pcntlapatan ••li dacrah oebagalmana dimaksud pada ayat ti) hurufa tcrdiri dari jenis 
pcndapa1an: 
a. Pajak Daerab 

I) Scmula Rp 13.640.328.591.00 
2) Bertamooll Rp 2.739 . .222.346,74 
Jumlah pajak doemh setetah Pl:rubahan Rp 16.379.550.937,74 

186.173.919.931,53 

c, Lain - lain pendoputeJ1 daemh ynng Sith 
I) Semula Rp 353.700.427.855,83 
2) Bcrkurang Rp 167.526.507.924130 
J umlah la.in-lain pcndapatan dacrah yang Mb setelah Rp 
Perubahan 

I>. Dana perimbangan 
L} semuin Rp l.138.182.541.000,00 
2) Oertnmblth Rp 153.815.323.000100 
Jumlllh dana perimbangan sctelah Pl:rubohnn Rp l.291.997.8(>4.000,00 

(I) Pcn(lapa1.ru1 Doereh sebogalm11na dlmaksud dalam PaS11I I 1erdiri dari : 
a. Pendapatan asU dnerah 

I) semuta Rp 91.780.685.752,66 
2) Bcrtambah Rp 7.112.940.127136 
Jumlab pcndapatan nsU dacrab sctclab Perubohnn Rp 98.893.625.880,02 

44.500.000.000,00 

87.896.927. 103.59 

0,00 

132.396.927.103,59 

Sisa lebih pcmbiRynan a.nggsran setelah Pcrubaban Rp 

l'llsal 2 

b. Pengeluomn 
I) Scmula Rp 52.500.000.000.00 
2) Berkurnng RJ? 8.000.000.000,00 
J umlah Pengeluaran setelah Peruboban Rp 

Jumlah PembiRyaa.n neto utclah Pt,rubahrul Rp 

3. PcmbiRyaan 
a. PenerimAnn 

I) Scmu~, Rp 97.235.883.456,05 
2) Bertambah Rp 35.161.043.647154 

Jumlab Penerimaan setelab Perubahan Rp 

Rp J.664.962.3J6.915,14 
Rp -87.896.927 .103,59 

Jumlah Belanja setelah Pcrubahan 
Surplus / O)eAsit) setclab Perubahan 

Rp J.628.399.538.064,54 
Rp 36.562. 798.850,60 

2. Bclanj• 
a. Seruula 
b. Berrambah 



14.863.4-00.000,00 

119.850.177.000,00 

49.938.520.354,73 

0.00 

e. Bantuan keuangan dari provimst atau dari pemcrintab 
dacrah Iainnya 
I) Semula Rp 0,00 
2) Bertombah Rp 14.863.400.000,00 
Jurnlah bantuan keuongan dari provinsi atau dari Rp 
pemerintah daerah lainnya setelah Perubaban 

c. Donn baJ!i basil pajak 
l) Sernula Rp 50.139.033.214.73 
2) ll<:rkumng Rp 200.512.860,00 
Jumlob dana bagi basil paJak setelah Perubaaan Rp 

d. Dana penyesuoian dan otonomi kbusus 
I) Scmula Rp 302.013.779.000,00 
2)Berkureng Rp 182.163.602.000,00 
Jumlah dana penyesuaian den otonomi kbusus setelah Rp 
Perubahan 

Rp 

b. Dana darurat 
L) Semulo Rp 0,00 
l) 8crtrunooJ1 I (berkurall&) RJ!_ ..,-,-----......:.Oa.:00. 
Jumlah Duna darura; setrlah Perubahan 

14) l.11in-laln peudapultm dntmh yang sah sebe~atmana dimalcsud pada ayot (l) huruf c terdlri dorl 
jenls pendapatan 
a. llibah 

l) Stmul8 Rp 1.250.000.000.00 
2) Bertrunbah /(bc:rkurans) Rp O 00 
Jumlah pendapatan hloo.h se1elah Perubfthan Rp 1.2so.ooo.ooo.oo 

382.493.338.000.00 

882.308.489.000,00 

b. Dana alokasi umum 
It Semula Rp 882.308.489.000.00 
2) B<:rtamooh/(berlcumns) Rp . 0,00 
Juml8h dana alokosi umum setelah Perubohon Rp 

c, Dana olokosi khusus 
I) Sernutn Rp 218.449.600.000.00 
2) Bertambah RI? 164.043. 738.000,00 
Jumlah dana nlokasi khusus seltlah Perube.han Rp 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenls pendapawn 
a. Dena bagi hasil 

1) Scmula Rp 37.424.452.000,00 
2) Bcrkurang Rp 10.228.415.000,00 
Jumlah dana begi hasil setclah Perubahan Rp 27.196.037.000.00 

74.107.965.083,28 

3.683.872.859,00 

d. Lain-lain pendapatan a.sli daemh yang sah 
J) Semula Rp 70.734.422.145,90 
2) Bertamooh Rp 3.373.542.937.38 
Jumlah tajn-tain pendapatan asli daerah yang sah Rp 
setetan Perubahan 

c. Hasil pengelolaao kek.!\),'aan daerah yang dipisahkan 
I) Semula Rp 2.872.113.015,76 
2) Bertambah Rp 811. 759.843,24 
Jwnlah basil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp 
dipisahkan setetan Perubnban 



2.000.000.000.00 

10.032.000.000,00 

d. Bclanja hibah 
I) Semula Rp 4. 780.000.000,00 
2) Bertambah Rp 5.252.000.000,00 
Jumlah belanja hibah seteian l',:rubahan Rp 

c. Belanja bnntuan sosial u Semula Rp 2.000.000.000,00 
2) Berkurang/bcrtambah Rp 0100 
Jumlah bclanja bantuan sosial sctclah Perubaban Rp 

0,00 Rp 

c. Belanjo subsidi 
I) Semula Rp 0,00 
2) Bcrtrunbah / [berkurangl Rp 0,00 
Jumlah bclanja subsidi octclah-c"'=Peru--,bah~-ao----'==- 

1.180.727.340,26 

(2) l)(:lanjn Tidak l.angsung ..eboga.imann dunaksud poda nyot (I) hurur a terdlri dari jenls bcl1,njo : 
a. Bdanjo pegnwal scjumlah 

I) Semulll Rp 720.112.147.121,42 
2) l.lcrkurang Rp 24.661.592.318,93 
Jurnlah belanjo pegawal setelah Perubahan Rp 695.450.554.802,49 

b, Belunja bung,, 
ll Scmula Rp 2.000.000.000,00 
2) Berkumng Rp _ 819.272.659174 
Jumlah bclanja bunga octclah Perubahan - Rp 

b. Beli)nje l.ongsung 
I) Semula Rp 684.281.578.415,12 
2) Bcrtambah Rp 55.307.426.463,50 
JLUnlah llelanja lnngsung setclah Pcrubehan Rp 739.589.004.878,(>l 

(I) Belanja Onemh scbal!l'imana dimaksud dalam l'nsal I terdiri dari : 
a. Bc~,nja Tldnk Langsung 

I) Semula Rp 944.117.959.649,42 
2) Bcrkurang Rp 18.744.627.612,90 
JL11nlnh bclsu\jo t.idak langsung setelah Perubahan Rp 925.373.332.036,52 

Pasal 3 

271.822.576.80 

11,. Bagi hasu sumbangan piba.k m provinsi 
11Semula Rp 297.615.641,10 
2) Berkumng Rp 25.793.064,30 
Jumlah bagi basil sumbangan 1>ihak m provinsi setelah Rp 
Pcrubahan 

0,00 Rp 

L Dana tnfrastruktur sarana dan prasarana 
I) Semula Rp 0.00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp 0,00 
Jumlab dana infrastruktur sarana dan prasarana 
setetah Perubahan 



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) buruf a lerdiri dari jenis pembiayaan : 
a. SlLPA tabun anggaran scbclumnya 

I) Semula Rp 26.000.000.000,00 
2) Bertamba.b RI! 35.161.043.647,54 
Jurnlab SILPA tabun anggaran sebclumnya setelah Rp 61.161.043.647,54 
Perubahan 

44.500.000.000,00 

(I) Pembiayaan Dacmb oebt\gaime.na dimaksud dalam PnStll 1 Lcrdiri dari : 
a. Penerimaan 

I) Semula Rp 97.235.883.456,05 
2) Bertambsh J!l!_ 35.161.043.647154 
Jumt.,h penerimaan setelah Perubahan Rp 132.396.927./03,59 

b. Pengetuaran 
II Semula Rp 52.500.000.000,00 
2) Berkurang Re 8.000.000.000100 
Jumlah pengeluaran setelab Perubahan Rp 

Pesal 4 

(3) Bclsutja Longsung seoogaim•na dimaksud pada ".>"'' Pl buruf b terdiri dari jenis l)clanJa: 
a. Be~utjn pegawal 

1) Semula Rp 58.075.148.204,46 
2) Berkurnng' Rp 613.741.544104 
Jumlal• t,elilnja pegawaJ setclah Pcrubahrul Rp 57.4() 1.406.660,42 

b, 13<:lanjll barang don Jaso 
I) Semula Rp 272.362. 762.1>34 ,07 
2) Bertomboh ,..& 51.336.876.675110 
Jumlah belaaja oomog dan jasa setclah l'<:rubahan Rp 323.699.639.309, 17 

e. Belanjll modal 
l) Semultt Rp 353.843.667,576,59 
2) Bcrtam!Mlh Rp 4.584.291.332144 
Jumlah belaaja modal setetah Perubahan Rp 358.427.958.909.03 

r. Belanja Bagi Hasil 
l) Semula Rp 1.552.341.428,00 
2) Bertarnbah RI! 557.837.365,77 
,/umlah belrutja bagi basil setelah Perubahan Rp 2.110. 178.793,77 

g. Belanja bnntuan keuangan 
l) Semula Rp 212.673.471.100,00 
2) 13<:rtambnh R,e 926.4-00.000,00 
Jumlah belilnja bantuan keuangan setelah Pcrubahan Rp 213.599.871.100,00 

h. Bclanja tklak rerduga 
1) Semula Rp 1.000.000.000.00 
2) Bcrkurang/ bcrtambRh Re 000 
Jumlah bcltuua tklak tcrduga setelah PcrubRhan Rp 1.000.000.000,00 



0,00 Rp 

d. Pemberian pinjaman daerab dan oblJgasi daerah 
1) Scmula Rp 0,00 
2) Bertambab I (berkurang) ...,R,,.J!"-~~~~~-'o"',oo= 
Jumlab pemberian p!njaman daerah dan obligasi 
dacrah setetan Pcrubahan 

42.500.000.000,00 

c. Pembayaran pokok utang 
1) Scmula Rp 42.500.000.000.00 
2) Bertamball / (berkurang) RJ! 0,00 
Jumlah pembayaran pokok utang yang jalUb tempo l<p 
setelah Perubanan 

2.000.000.000,00 

b. Penycrtuun modl\l (invcsUlsij pemerln!Jlb daerah 
11 Scmula Rp 10.000.000.000.oo 
21 Berkurnng Rj) s.000.000,000.00 
Jumlab penyertaon modal (invcslASl) perncrinlah daerah Rp 
setelah Perubahun 

(3) Pengetuarnn sebagaimana dimaltsud poda aynt (II hururb terdhi darijenis pemblayuan : 
•· Pembentukan dana cadangan 

II Sernula Rp 0,00 
21 Bcrtambah / (bcrkurang) Rp O 00 
Jumlah pcmbcntululn dana cadangan setelah 
Pcrubahan Rp O,DO 

0,00 

r. Penrrimaan pluta.ng dru:rah 
J) Semula Rp 0,00 
2) Oertambah / (bcrkurang) Re • 0,00 
Jum~th penerlmuan piutang daerah setelah PerubAhan Rp 

b. Pencairan dana cadangan 
I) Scmu.la Rp 0,00 
2) &rtambah I (berkumng) RJ! o.oo 
Jumlah pencaira.n dana cadangan se1elah Perubahan Rp 0,00 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
I) Seruula Rp 0,00 
2) Bertambah / (berlcumng) RJ! 0,00 

Jumlah hasil penjualan kekaj aan dnerah yang Rp 0,00 
dipiSflhkon setclah PerubAhan 

cl. Pencrtmaan pinja.man doemh 
I) semutn Rp 71.235.883.456,05 
2) Beruimbah / (bcrkumng) R o,oo 
Jumlnh p!njaman ducrah se1elah Perubahan Rp 71.235.883.456,05 

e. Pcnerimaan kemball pemberian pinjaman 
I) Semula Rp o.oo 
2) Bertambnh / 
(berkurang) Re o,oo 
,J umlah penerimaan kembab pcmbcrian piajaman Rp 0,00 
5<:lClah Perubohon 



Bupati rnenetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional 
Pelaksanaan. 

Pasal 6 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Oolooga.n dan Per 
Jabatan; 

7. Lampiran VII Laporao Keuaoga.n Pemerintah Daerah yang telah 
ditetapkan deogan Peraturao Daerah; 

8. L.a.mpirao Vlli Daftar kegiatao·kegiatan tahun aoggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikao dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran ini: 

9. Lampiran IX Da!tar Pinjaman Oaerah dan Obligasi Daerah. 

Perubahan Belanja menurut Urusan 
Oaerah, Orpnisasi SKPD, Program dan 

Rekapltulasi 
Pemerintahan 
Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerint.ahan 
Oaerah dan F'ungsi dalam Kcrangka Pengclolaan 
Keuanga.n Negara; 

4. Lampiran JV 

l . Lampiran I 
2. Lampiran n 

Ringkasan Perubahan APBD; 
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Orgamsasi SKPD; 
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintaha.n 
Daerah. Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

3. Lampiran Ill 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud da.lam Pasal l, tercantum dalam l..ampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 
dari : 

Pasal 5 

0,00 Rp 

e. Pembayaran kegiatan helanja 
t) Semula Rp 0,00 
2) Bertarnbah / (bcrkutang) _;R~p~ ..co~,00= 
Jumlah pembayaran kegiatan belanja seietah 
Petubahan 



NORro PERATURAN DAERAH KABUPA1EN SAMBAS, 
PROVINS! KAUMANTAN BARAT: 6/2016 

MARIAl'IIS 
Pembina (IV /a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 

Salinan Sca•ai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian dan l'l:ru -Undangan. 

JAMIAT AKAOOL 
LEMBARANDAEAAH KABUPATENSAMBASTAHUN2016NOMOR6 

Diundangkan di Sambu 
pe.da ranggal 8 No--ember 20 I 6 

Sckretari~ Daemh Kabupaten Sambas, 

ttd. 

ATBAH ROMJN SUHAfU 

ud, 

ElJPATI SAMBAS, 

Ditetapkan di Sambas 
padatanggal 8November20\6 

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Dae rah ini dengan penempatannya dala m Lembaran Daerah Kabupaten Samba& 

Pasal7 


